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RAN CAN  

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 
Menimbang :  a. bahwa  dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas, 

efektifitas, pengenaan dan pengawasan pajak 

penerangan jalan di Kota Semarang, serta meningkatkan 
asas keadilan bagi wajib pajak, maka Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud  tersebut perlu 
membentuk  Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan. 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 Republik 
Indonesia; 

2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997  tentang Badan 

Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia  Nomor 3684);  
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5. Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahaan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor  129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3687); 

6. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahaan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 

wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia    Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

 

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 
2); 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 18);  

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang  

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 54); 

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 
2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
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Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut: 

a. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial: 

1) Sosial Komersial sebesar 5 % (lima persen); dan 

2) Sosial Murni sebesar 3 %  (tiga persen). 

b. Penggunaan tenaga listrik untuk Rumah Tangga : 

1) Rumah Tangga 1 sebesar 8 % (delapan persen); dan 

2) Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 % (Sembilan persen). 

c. Penggunaan tenaga listrik untuk Bisnis sebesar 9 %  

(sembilan persen); 

d. Penggunaan tenaga listrik untuk Industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam sebesar 3 %  (tiga persen); dan 

e. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 
1,5 %  (satu koma lima persen). 

 

Pasal II 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang dapat  mengetahuinya memerintahkan   

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 

Ditetapkan di Semarang 

pada  tanggal 14 Mei 2014  

  WALIKOTA SEMARANG 

            ttd 

 

   HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 14 Mei 2014 

SEKRETARIS  DAERAH KOTA SEMARANG 

 

 

         ADI TRI HANANTO 

 

                               LEMBARAN DAERAH KOTA  SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 2.  

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

  

 

ABDUL HARIS 

 Pembina Tingkat I 
NIP.19630317199103 1 006 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: 

(18/2014). 

PENJELASAN 

 ATAS 

 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 2 TAHUN 2014                  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

 

I. UMUM 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka seluruh ketentuan yang mengatur 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang 

dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan sekali ketentuan-ketentuan yang dapat 

memberikan pedoman dan arahan bagi khususnya Pemerintah Kota Semarang 

dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7  Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu untuk 

ditinjau kembali. 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Huruf a 

   Yang dimaksud Sosial Komersial  adalah Kegiatan menyangkut 

pelayanan untuk strata sosial  menengah keatas, terutama yang 

lebih berorentasi kearah pengembangan (self propelling growt). 

   Contoh : -  Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta 

      - Rumah Sakit Swasta 

      - Poliklinik/Praktek Dokter  Swasta 

 



 

7 

 

 

 

 

  Huruf b 

   Yang dimaksud Sosial Murni  adalah Kegiatan menyangkut 

kepentingan orang kebanyakan strata sosial bawah. 

      Contoh : - Rumah Sakit milik instansi Pemerintah Pusat/Daerah 

     - Bangunan untuk khusus ibadah agama (masjid, 
gereja, kuil, vihara) 

     - Panti Sosial (yatim-piatu, jompo atau sejenisnya). 

  Huruf c 

   Penentuan daya listrik Rumah Tangga 1, Rumah Tangga 2 dan 

Rumah Tangga 3  berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

  Huruf d     

Cukup Jelas. 

  Huruf e     

Cukup Jelas. 

  Huruf f     

Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 89. 

 


